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ABSTRAK

Penggunaan rumpon laut-dalam telah mengubah taktik dan strategi perikanan pukat cincin pelagis
kecil yang beroperasi di perairan dangkal untuk bergeser pada perikanan tuna neritik tropis.
Rumponisasi perikanan pukat cincin yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas telah menjadi
masalah serius pada perikanan neritik tuna. Hal ini terjadi karena tertangkapnya ikan berukuran kecil
dalam jumlah yang dominan sehingga dalam jangka panjang akan berpotensi konflik dengan
perikanan lainnya. Para ilmuwan yang tergabung dalam pengelolaan perikanan regional
merekomendasikan bahwa pengembangan terkendali terhadap penggunaan rumpon di daerah
asuhan juvenile tuna tropis. Pengendalian dalam jangka panjang dapat meminimalkan ancaman
bagi kelangsungan hidup kelompok jenis tuna. Hal ini terkait dengan pentingnya memperbesar
peluang masuknya sediaan kelompok jenis ini pada tingkat yang layak untuk dimanfaatkan. Di
Indonesia, pilihan kebijakan perikanan tangkap baik melalui peralihan sasaran kelompok spesies
maupun diversifikasi usaha penangkapan akan selalu bertumpu pada pertimbangan sosial.
Bagaimanapun juga, proses mengubah pemahaman nelayan nelalui pengendalian jumlah dan
teknologi kapal penangkap ikan serta penutupan sementara daerah penangkapan yang akan melalui
proses panjang harus tetap dijalankan untuk mencegah runtuhnya perikanan yang saat ini sedang
berjalan.

Kata kunci: Kebijakan, rumponisasi, perikanan laut lepas, Indonesia

ABSTRACT

The use of Fish Aggregating Devices (FADs) has radically changing the tactic and strategy shallow
waters small pelagic purse seiner into high seas tropical neritics tuna fisheries. Applying FADs on
purse seine fishery which initiated to increase its productivity became a serious problem to neritics
tuna fishery. This indicated by the negative impact on neritics and tropical tuna populations due to
large number of small size of tunas being caught and uncertain of number and of FADS position in the
high seas. In the long run it will generate a potential conflict to other existing fisheries. The member
scientists of regional fisheries management organization (RFMO) recommends that the development
of the use of FADs, especially in the area which dominated of juvenile of tropical tuna, should be
strongly regulated.  FADs management through control system should be applied to minimize impact
on recruitment process that associated with the importance of long term availability of its fisheries.
Management option through shifting target species and diversification of the fishing activities in
Indonesia would always be rely on social dimension. Nevertheles, reorientation on fishers
understanding on controllable number of fishing vessels and its technological creeps should strongly
be implemented to avoid collapse their existing fisheries.
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PENDAHULAN

Sumberdaya ikan pelagis merupakan salah satu
kelompok jenis ikan yang sebagian besar daur
hidupnya berasosiasi berada di lingkungan permukaan
air (McLintock, 1966). Penggunaan rumpon diawali
ketika nelayan melihat adanya perilaku kelompok

jenis ikan tuna dan jenis pelagis lainnya berkumpul
secara alami di sekitar benda terapung di permukaan
laut untuk dimanfaatkan sebagai matapencariannya
(Gooding & Magnisson, 1967). Sistem penangkapan
dengan bantuan rumpon telah diterapkan di perairan
tropis sejak tahun 1950 an (Kakuma 2000; Morales-
Nin et al., 2000). Di Indonesia, awal penggunaanya di
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laut Jawa pertama kali dilaporkan oleh Soemarto
(1960) dalam Gooding & Magnisson (1967), sedangkan
penerapan teknologi rumpon laut-dalam di perairan
kawasan timur Indonesia pertama kali dikembangkan
oleh nelayan mandar (Schlais, 1981 dalamAlimuddin,
2005) kemudian secara bertahap menyebar sebagai
alat bantu perikanan pukat cincin dan pancing ulur di
berbagai perairan kepulauan Indonesia.

Pengetahuan empiris nelayan tentang agregasi
tuna di bawah benda terapung telah meningkatkan
jumlah rumpon laut-dalam atau payaos. Kemampuan
nelayan dan pemilik armada pukat cincin untuk
melihat peluang peningkatan hasil tangkapannya
melalui penerapan teknologi rumpon sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan pasar telah berperan dalam
penambahan jumlah armada dan perluasan daerah
penangkapannya. Tingginya aktivitas pemanfaatan
sumberdaya ikan pelagis di perairan paparan Sunda
oleh armada pukat cincin yang dilengkapi berbagai
teknologi alat bantu diikuti oleh rendahnya kepatuhan
kebijakan pengendalian tentang kesesuaian laju
eksploitasi terhadap sediaan ikan layang dan kembung
telah berakibat pada rendahnya kemampuan pulih
biomassa induk ikan tersebut. Rendahnya
produktivitas perikanan pukat cincin tersebut
ditanggapi para pelaku usaha dengan cara merubah
taktik dan strategi penangkapan serta perpindahan
daerah penangkapan maupun penyesuaian teknologi
pada sasaran tangkap yang dituju (Atmaja, 2008;
Atmaja & Sadhotomo, 2012).

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji
aktivitas, pergeseran daerah penangkapan dan
rumponisasi armada pukat cincin berbendera
Indonesia yang beroperasi di perairan laut lepas terkait
dengan peluang, permasalahan serta solusi yang
diusulkan. Keluaran diharapkan dapat menjadi salah
satu pertimbangan bagi penyusunan kebijakan ringkas
pengelolaan perikanan tersebut. Materi disusun
berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang telah
dilaksanakan oleh Balai Penelitian Perikanan Laut
sejak tahun 1980an, dilengkapi kajian pustaka serta
peraturan terkait pemanfaatan sumberdaya ikan tuna
tropis dan neritik di perairan kepulauan maupun laut
lepas.

PERAN RUMPON LAUT-DALAM PADAPERIKANAN
PUKAT CINCIN

Penggunaan rumpon laut-dalam telah menjadi
bagian dari aktivitas perikanan tuna tropis dan neritik
di kawasan timur Indonesia. Sejak tahun 1985,
penerapan teknologi ini telah dikembangkan baik pada
armada skala kecil (<30 GT) maupun semi industri di
perairan sekitar Sorong, Fakfak, Teluk Tomini (WPP

715), Laut Sulawesi (WPP 716), Sulawesi Tenggara
(WPP 714) dan Sulawesi Selatan (WPP 713) sebagai
alat bantu untuk menangkap ikan tuna dan cakalang
pada perikanan huhate dan pancing ulur (Gafa &
Subani, 1993).

Upaya pemanfaatan sumberdaya tuna diawali oleh
pukat cincin komersial buatan Jepang (600 GT; 2500
HP) di perairan Timur Indonesia pada tahun 1980
dengan daerah operasi di perairan Utara Papua dan
Barat Pasifik (Marcille et al., 1984). Pada 1990,
pemerintah Indonesia memberikan izin bagi pukat
cincin Filipina dengan sistem kerjasama untuk
menangkap ikan cakalang dan tuna di ZEEI di utara
Sulawesi dan Utara Irian Jaya. Satu unit pukat cincin
terdiri dari sebuah kapal penangkap berukuran 100 –
150 GT dan cara operasi alat tangkap tersebut dibantu
dengan rumpon laut-dalam (Gafa et al., 1993).

Akhir-akhir ini perkembangan pemanfaatan
kelompok jenis tuna tropis dan neritik yang mempunyai
sifat ruaya jauh semakin menjadi isu di kawasan
regional. Hal ini dibuktikan oleh meningkatnya jumlah
armada pukat cincin yang dilengkapi dengan rumpon
laut-dalam di Negara sekitar Pasifik Barat untuk
melakukan penangkapan ikan tuna secara eksklusif
pada akhir tahun 1970 setelah keberhasilan survei
eksplorasi di perairan Filipina oleh dua kapal pukat
cincin yang berasal dari Kanada. Keberhasilan
rumponisasi di perairan Hawaii dan Filipina telah
memicu pengembangan program rumpon laut-dalam
di Pasifik Selatan (Gillett, 2007).

Sementara itu, penggunaan rumpon laut-dalam
pada perikanan pukat cincin di Samudra Hindia dimulai
pada awal tahun 1980an setelah dilakukan survey
ekplorasi oleh organisasi perikanan Jepang (Jam Arc)
di bagian Barat Samudra Hindia (Takahashi et al.
1988; Watanabe et al., 1988 dalam Marsac et al.,
2000). Pada tahun 1982 penangkapan skala besar
pukat cincin komersial di kawasan ini diprakarsai oleh
kapal pukat cincin berbendera Perancis, kemudian
pada tahun 1983 diikuti oleh armada yang berasal
dari Mauritius dan Jepang (Nishida, 1996).

Di perairan kawasan timur Indonesia,
meningkatnya operasi penangkapan pukat cincin
terjadi pada pertengahan tahun 2003 dengan
beroperasinya delapan kapal pukat cincin pelagis kecil
yang berasal dari Pelabuhan Perikanan Pontianak
dan Pekalongan mengalihkan daerah penangkapannya
ke kawasan Timur Indonesia dan berpangkalan di
pelabuhan perikanan Bitung Sulawesi Utara.
Sedangkan perkembangan di perairan Samudra
Hindia didahului oleh rumponisasi pada perikanan
pukat cincin di perairan Barat Sumatera sekitar tahun
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2003, setelah beroperasinya armada pukat cincin
dengan mata jaring berukuran 4 inci yang berasal dari
Sibolga beroperasi di sekitar di perairan Mentawai
(Atmaja et al., 2012). Pada tahun 2006 teratat
sejumlah 46 rumpon laut-dalam ditempatkan oleh
nelayan Sibolga yang beroperasi di Samudra Hindia
(Widodo, 2006). Peluang ini diikuti oleh sebagian
armada kapal pukat cincin yang berpangkalan di
Pekalongan dan Juwana melakukan pergeseran
daerah penangkapan ke perairan Samudra Hindia
Barat Sumatera dan Selatan Pulau Jawa (Atmaja,
2008).

ALOKASI SPASIAL UPAYAPENANGKAPAN

Pola spasial dan temporal alokasi penangkapan
dapat digunakan untuk menduga dampak dari upaya
penangkapan terhadap sumberdaya dan evaluasi
pilihan pengelolaan. Persebaran upaya penangkapan
di daerah penangkapan ikan dipengaruhi oleh faktor
sosial, ekonomi dan kelembagaan seperti teknologi,
pengelolaan dan pengetahuan nelayan.
Pengembangan dan intervensi pengelolaan umumnya
selalu mengubah persebaran spasial upaya

penangkapan. Perkembangan pukat cincin tuna
Indonesia yang beroperasi di Samudra Pasifik dan
Hindia tidak terlepas dari kondisi sumberdaya ikan
pelagis di perairan paparan Sunda yang telah
mengalami penurunan hasil tangkapan dan kinerja
ekonomi. Perubahan wilayah operasional
penangkapan merupakan upaya relokasi usaha
perikanan dari kawasan jenuh penangkapan (WPP-
712 Laut Jawa) ke perairan yang relatif rendah tingkat
pemanfaatannya di Kawasan Timur Indonesia (WPP-
713,714,715,716) dan Samudera Hindia (WPP-
572,573) (Atmaja el al., 2011).

Pemetaan rekaman data sistem pemantauan
kapal (VMS) terhadap 35 contoh kapal pukat cincin
selama tahun 2008 – 2011 memperlihatkan bahwa
daerah penangkapan armada tersebut telah menyebar
ke perairan Samudera Hindia dan Laut Maluku. Di
Samudera Hindia, berdasarkan asumsi persebaran
aktivitas tawur sebagai petunjuk awal persebaran
rumpon menunjukkan adanya dua kelompok
penyebaran, yaitu pada posisi geografis 1000-1050

Bujur Timur (BT), 60- 90 Lintang Selatan (LS) dan 1100-
1150 BT, 90-120 LS (Gambar 1).

Gambar 1. Plot estimasi posisi tawur kapal pukat cincin berdasarkan data VMS.
Figure 1. Ploting estimation of haul position of purse seiners based on VMS data.
Keterangan / Remarks: 1 Jakarta, 2 Pekalongan, 3 Juwana, 4 Pelabuhan Ratu, 5 Cilacap, 6 Banyuwangi, 7

Ternate, 8 Bitung)
Sumber / Source : Atmaja et al., 2012

Analisis jalur lintasan dan posisi kecepatan nol
kapal pukat cincin contoh pada pelayaran selama
kurun waktu bulan Maret hingga Juni 2010 (Gambar
2 atas) dan plot tumpang tindih setiap aktivitas
penangkapan dengan estimasi tawur pada kecepatan
nol pada jam 4 pagi (Gambar 2 bawah)
memperlihatkan dua daerah penangkapan, yaitu
disekitar Kepulauan Mentawai dan di perairan Barat
Lampung. Plot tumbang tindih jalur lintasan kapal
pukat cincin contoh pada pelayaran Januari hingga

Maret 2009 dengan kecepatan kapal nol (Gambar 3
atas) dan setiap aktivitas dengan kecepatan nol pada
jam 4 pagi (Gambar 3 bawah) memperlihatkan kapal
contoh tersebut berangkat dari Jakarta menuju
perairan Barat Sumatera. Selanjutnya kapal bergerak
ke perairan Selatan Pulau Jawa dan kembali lagi ke
perairan Barat Sumatera. Pergerakan kapal pada
gambar 3 memperlihatkan bahwa setelah melakukan
aktivitas tawur sebanyak 11 kali di Barat Sumatera,
kapal beroperasi di perairan Selatan Jawa dan
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melakukan 7 aktivitas tawur kemudian singgah pada
koordinat 8,272 LS/111,794 BT (diduga PPN Prigi
Trenggalek (8°17’25"S 111°43’50"E)).

Setelah berada di pelabuhan singgah, kapal
melakukan pencarian daerah penangkapan di perairan
Selatan Jawa dan melakukan dua aktivitas tawur,
kemudian berpindah lagi menuju perairan Barat
Sumatera dan melakukan 32 aktivitas tawur (Nugroho
et al., in prep). Berdasarkan aktivitas dan pola
pergerakan aktivitas penangkapan ikan oleh individu
kapal memperlihatkan secara nyata bahwa pola

agregat upaya penangkapan terjadi pada skala yang
berbeda. Pengambilan keputusan penentuan daerah
penangkapan dipengaruhi oleh pengetahuan yang
dilandasi oleh kombinasi pertimbangan ekologis dan
teknis. Hal ini merupakan pertimbangan yang
dilakukan oleh nakhoda dalam mengelola kapal
penangkap ikan sebagai upaya untuk meningkatkan
peluang keberhasilan sesuai kondisi yang sedang
dialami termasuk aspek keselamatan dan
pemahaman tentang regulasi yang melekat pada
aktivitasnya (Thomson, 1993).

Gambar 2 Jalur lintasan dan posisi kecepatan nol kapal pukat cincin (pelayaran Januari – Maret 2009) dari
Jakarta (atas) dan plot tumpang tindih setiap aktivitas penangkapan dengan estimasi tawur pada
kecepatan nol pada jam 4 pagi (bawah)

Figure 2. Trajectory of Jakarta purse seiner and position of vessel speed of zero (trip Januari – March 2009)
(upper), and plots overlap each fishing activity with an estimated hauling at zero speed at 4 am
(lower).

Keterangan / Remarks: JKT = Jakarta, DP = Daerah Penangkapan / fishing ground.

Gambar 3. Jalur lintasan dan posisi kecepatan nol kapal pukat cincin (pelayaran Maret – Juni 2010) Jakarta
(atas) dan plot tumpang tindih aktivitas penangkapan dengan estimasi tawur pada kecepatan nol
pada jam 4 pagi (bawah).

Figure 3. Trajectory of Jakarta purse seiner and position of speed zero (trip 29/03/2010 - 08/06/2010) (upper),
and plots overlap each fishing activity with an estimated hauling at 4 am (lower).

Keterangan / Remarks: JKT = Jakarta, DP = fishing ground.
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Pemetaan pergerakan aktivitas penangkapan
tersebut berpotensi memunculnya masalah pada
pembagian 2 WPP di Samudera Hindia terutama
pendataan bagi ikan yang beruaya jauh karena
delineasi wilayah pengelolaan tersebut bukan
merupakan pembatas keberadaan ikan. Disamping
itu, keberhasilan operasi penangkapan dalam satu
pelayaran lintas WPP membuka kemungkinan
terjadinya kekeliruan (misreported) maupun kealpaan
(unreported) pencatatan data hasil tangkapan kapal
tersebut. Penyimpangan data dan informasi dalam
jangka panjang akan mempengaruhi proses evaluasi
sediaan ikan ketika berada pada status perlu
dikendalikan sedangkan kepentingan ekonomi tetap
harus berjalan.

Pertimbangan mendasar terhadap permasalahan
perilaku nelayan dalam mengambil keputusan sering
tidak dijadikan masukan dalam proses pembuatan
kebijakan yang akan diterapkan (Pitcher &
Chuangpadee 1993). Dinamika pemanfaatan terkait
dengan pergeseran pola taktik dan strategi
pemanfaatan sumberdaya menjadi salah satu
komponen yang sangat berpengaruh terhadap
terjaminnya sediaan sumberdaya ikan di masa
mendatang (Pitcher et al., 2005).

Pengamatan langsung dilapangan menemukan
adanya sistem tangkahan dalam pendaratan ikan yang
diduga sebagian besar hasil tangkapan tidak melalui
proses pencatatan data sesuai Peraturan Menteri KP
no. PER.30/MEN/ 2012 pasal 37 ayat 5 yang
mengatur bahwa setiap kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil
tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana

tercantum dalam SIPI atau SIKPI. Penerapan
peraturan Menteri KP Nomor PER.18/MEN/2010
tentang Log book penangkapan ikan seperti
tercantum pada pasal 3 butir 2 huruf b terkait pukat
cincin dan pasal 4 butir 1 huruf c dan d yang
mencantumkan kewajiban memberikan informasi
tentang daerah operasi penangkapan ikan dan data
ikan hasil tangkapan sangat membantu proses
evaluasi sediaan ikan dalam jangka panjang.

DILEMA RUMPONISASI LAUT LEPAS PADA
PERIKANAN PUKAT CINCIN

Status Stok Ikan Tuna Tropis dan Neritik

Sejak Indonesia menyatakan hak berdaulat untuk
memanfaatkan sumberdaya hayati perairan di perairan
ZEEI yang dituangkan dalam UU nomor 5 1983
kemudian ratifikasi hukum laut internasional pada UU
nomor 17 tahun 1985, peluang pemanfaatan dengan
memperhatikan kelestariannya sangat membantu
program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan
bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya
alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati.
Sebagian kelompok jenis yang menjadi sasaran
armada pukat cincin termasuk dalam kriteria ikan
peruaya jauh (UNCLOS, 1982 Appendix 1),
sedangkan pasal 64 konvensi tersebut menyatakan
bahwa pemanfaatan optimal ikan peruaya jauh harus
menjamin konservasinya. Hasil pertemuan regional
tentang status tingkat ekspoitasi cakalang
(Katsuwonus pelamis Kishinouye, 1923) berdasarkan
kajian IOTC masih berada pada kondisi moderate
sedangkan spesies lainnya telah dieksploitasi penuh
dan lebih tangkap (Sharma, 2012).

Tabel 1. Estimasi pemanfaatan optimal tiga spesies ikan tuna di Samudera Hindia
Table 1. Estimation of optimal catch of three tuna species in Indian Ocean.

Spesies / species MSY (x 1000 tons) Hasil Tangkapan /
Catch (x 1000 tons)

Sumber /
Source

Cakalang
(Skipjack)

396 (334 – 458) 398 Sharma, 2012

Madidihang
(Yellowfin tuna)

233,5 (212 – 255) 298 Langley et al., 2012

Matabesar
(Bigeye tuna)

102.9 (86.6 – 119.3) 104.7 IOTC-2011



J. Kebijak. Perikan. Ind. Vol.5 No. 2 Nopember 2013 :

102

Perkiraan tersebut dapat dijadikan salah satu
pertimbangan dalam memanfaatkan ketiga jenis
komoditas yang menjadi sasaran tangkap armada
pukat cincin disamping jenis alat tangkap lainnya yang
juga ditujukan untuk menangkap jenis ikan yang
sama.

Hasil Tangkapan Tidak Sengaja

Romanov (2000) melaporkan bahwa hanya dua
spesies sebagai target utama (cakalang, Katsuwonas
pelamis dan madidihang, Thunnus albacares) yang
umum tercatat dan dilaporkan pada aktivitas perikanan.
Sementara sebagian besar hasil sampingan non tuna
yang berasosiasi dengan rumpon yang tidak
dilaporkan, dan tercatat lebih dari 40 spesies ikan
dan hewan laut lainnya. Persentase spesies utama
adalah cakalang sekitar 70% dan madidihang sekitar
22%, sedangkan sisanya sebagai hasil sampingan
(8%).

Pengetahuan tentang interaksi antar spesies yang
sering ditemukan di sekitar rumpon semakin menjadi
perhatian organisasi pengelola perikanan regional
(RFMOs). Perlunya data spesies yang bukan tujuan
perikanan juga berperan dalam upaya pelestarian
spesies yang dipengaruhi oleh aktivitas perikanan
pukat cincin. Jenis spesies yang terkait dengan faktor
ekologis antara lain burung laut, penyu, lumba-lumba
dan hiu terutama yang tercantum dalam daftar spesies
terancam.

Perangkap Ekologi

Konsep perangkap adalah gagasan berlandaskan
pertimbangan biologi populasi yang digunakan untuk
menggambarkan situasi ketika kelimpahan populasi
menurun menyusul terjadinya perubahan mendadak
pada lingkungannya. Fonteneau et al., (2000)
menyatakan bahwa rumpon laut-dalam ditengarai
berfungsi sebagai perangkap ekologis. Hal ini
digambarkan oleh berkurangnya laju penambahan
populasi sebagai konsekuensi dari individu melakukan
adaptasi habitat yang secara alamiah tidak sesuai.
Dalam jangka panjang perilaku ikan bergerombol pada
wilayah yang tetap akan berdampak pada populasi
tuna seperti terjadinya penurunan kualitas genetik
akibat berkurangnya kualitas proses reproduksi dan
kelangsungan hidupnya. Ikan tuna yang ditangkap di
bawah rumpon memiliki kualitas makanan kurang baik
dibandingkan yang tertangkap dari gerombolan bebas.

Selain itu, spesimen hasil tangkapan di rumpon
menunjukkan kemontokan lebih rendah dari
geromblan ikan bebas. Hal ini mencerminkan
kekurangan cadangan akumulasi energi ikan tuna

yang terkonsentrasi di sekitar rumpon. Untuk itu, para
ilmuwan menganjurkan agar dilakukan pembatasan
penggunaan rumpon di kawasan berkumpulnya juvenil
tuna tropis karena dalam jangka panjang akan
meminimalkan bahaya bagi kelangsungan hidup
spesies ini (Dempster & Taquet, 2004). Kesesuaian
posisi dan jumlah rumpon akan meminimalkan
bahaya bagi kelangsungan hidup ikan muda sebagai
masa depan keseluruhan stok. Pembatasan tersebut
juga menjadi cara untuk menghindari tersesatnya ikan
pada kawasan yang jauh dari zona yang secara
ekologis paling menguntungkan bagi mereka (Ménard
et al., 2004).

Hasil penelitian dengan metoda penandaan ikan
(tagging) yang dilakukan di perairan Teluk Tomini
menunjukkan bahwa rumpon dapat menahan ikan
cakalang sekitar 340 hari (Gafa & Subani, 1993). Lebih
lanjut diterangkan bahwa pola ruaya ikan cakalang
dan madidihang diduga sebagian tetap berada di
perairan Indonesia dan setelah tiga bulan berada di
sekitar rumpon sebagian lagi keluar perairan Indonesia
dan diperkirakan bahwa perairan utara Papua.

Konflik Antar Pengguna

Pemanfaatan kelompok jenis ikan tuna di
Samudera Hindia dilakukan juga oleh alat tangkap
pancing ulur dengan alat bantu rumpon laut – dalam
yang mulai berkembang di perairan Selatan Malang
(Sendang Biru) sekitar tahun 1990-an. Teknologi ini
diperkenalkan oleh nelayan yang berasal dari Sulawesi
Selatan (Merta et al., 2006). Penggunaan rumpon
sebagai alat bantu penangkapan memberi kepastian
dalam penentuan daerah penangkapan, terutama
setelah diterapkannya kebijakan pengurangan subsidi
harga BBM pada tahun 2005. Penurunan subsidi
harga BBM tersebut juga diantisipasi oleh pemerintah
daerah untuk pengembangan rumpon laut-dalam,
karena berdasarkan pertimbangan operasional mampu
menekan biaya BBM sebesar 30% dan meningkatkan
produksi ikan. Selanjutnya rumponisasi di Selatan
Pulau Jawa berkembang pesat sejak tahun 2004,
dengan alat tangkap pancing ulur (Merta et al. 2006).

Rumponisasi dikhawatirkan dapat menimbulkan
dampak negatif, konflik horizontal antara nelayan
pengguna rumpon dengan yang tidak
menggunakannya. Pada awal penggunakan rumpon
di Teluk Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, terjadi
penolakan oleh kelompok nelayan payang yang
merasa dirugikan. Namun seiring dengan runtuhnya
perikanan jaring insang hanyut dan payang akhirnya
nelayan mulai menerima kehadiran rumpon terutama
setelah didukung oleh terjaminnya harga pada saat
panen.
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Benturan kepentingan antara perusahan
penangkapan rawai tuna dengan pukat cincin, hal ini
terjadi karena daerah penangkapan kedua perikanan
tersebut tumpang tindih. Banyak ditemukan rumpon
tidak berijin yang ditempatkan tidak hanya di perairan
Bali, tetapi juga di Nusa Tenggara telah meresahkan
perikanan rawai tuna karena kerapkali menyebabkan
terganggunya olah gerak operasi kapal tuna.

Sementara di kawasan timur Indonesian dan
bagian barat Samudera Pasifik, ketidak-seimbangan
produktivitas pemasangan rumpon oleh nelayan
Filipina yang tidak terkendali telah menimbulkan
keresahan nelayan perikanan huhate yang sudah
berjalan sejak tahun 1970an semakin rendah hasil
tangkapannya akibat dari tingginya hasil tangkapan
dan banyaknya pukat cincin yang beroperasi dengan
rumpon.

Penelitian dampak perikanan pukat cincin
terhadap perikanan rawai tuna madidihang di
Samudera Hindia Barat berdasarkan atas analisis
deskriptif (spasial dan temporal) aktivitas
penangkapannya menunjukkan bahwa CPUE rawai
tuna cenderung tetap dengan sedikit penurunan
sebelum dan sesudah dimulainya operasi pukat
cincin, sedangkan di daerah penangkapan utama
perikanan pukat cincin menunjukkan terjadinya
penurunan CPUE pada tingkat moderat sebagai akibat
interaksi antara industri perikanan lepas pantai dengan
nelayan artisanal yang menggunakan rumpon tetap
(Nishida, 1996).

Analisis hasil tangkapan di kawasan regional
menunjukkan bahwa banyak tuna matabesar dan
madidihang tertangkap di sekitar rumpon laut-dalam
dan umumnya berumur sekitar satu tahun (Bromhead
et al., 2003). Pianet & Nordstrom (2002) melaporkan
bahwa pukat cincin dengan rumpon yang beroperasi
di Samudera Hindia cenderung menangkap jenis ikan
tuna berukuran lebih kecil dari pada gerombolan bebas
(free schooling). Hallier & Gaertne (2008) menyatakan
bahwa cakalang yang tertangkap terutama ikan
dewasa, sedangkan madidihang dan tuna mata besar
masih berukuran juvenil (FL <100 cm). Juvenil tuna
mata besar kerapkali ditemukan dan tertangkap oleh
perikanan pukat cincin (Harley et al., 2010). Ménard
et al., (2003) melaporkan bahwa perikanan rumpon
memanfaatkan konsentrasi cakalang bercampur
dengan sejumlah ikan tuna mata besar dan
madidihang pada ukuran yang sama (46 cm). Hasil
tangkapan pada gelombolan ikan tuna yang tidak
berassosiasi dengan rumpon laut-dalam sebagian
besar terdiri atas madidihang dewasa dalam tahap
berkembang-biak (breeding). Hasil tangkapan per
satuan upaya CPUE tuna matabesar (Thunnus

obesus) oleh pukat cincin dengan alat bantu rumpon
sangat meningkat pada awal 1990-an (Watters &
Maunder, 2001). Fenomena yang sama juga terjadi
pada perikanan tuna di perairan SamudraAtlantik dan
Samudra Hindia (Fonteneau et al. 2004).

Rumponisasi armada pukat cincin yang
berkembang pesat di berbagai Negara telah
meningkatkan keprihatinan tentang perlunya
pertimbangan kebijakan pemanfaatan terkendali. Laju
kematian pada kelompok ukuran juvenile jenis tuna
matabesar dan madihihang dalam perikanan pukat
cincin adalah bagian penting yang mempengaruhi tidak
hanya perikanan permukaan terapi kemungkinan
interaksinya dengan perikanan rawai tuna yang
menangkap tuna pada ukuran yang lebih besar.

Rumponisasi perikanan pukat cincin laut lepas
ditengarai telah berdampak negatif terhadap perikanan
rawai tuna, hal ini dibuktikan oleh tertangkapnya ikan
tuna di sekitar rumpon merupakan kelompok umur
yang secara komersial dikategorikan sebagai baby
tuna (3 – 10 kg per ekor ) atau berukuran < 50 cmFL.
Untuk jenis cakalang ukuran layak tangkap > 50 cmFL
sedangkan ikan tuna mata besar dan madidihang
layak ditangkap pada ukuran >100 cmFL (IOTC,
2012). Hal ini menunjukkan bahwa relokasi dan
perkembangan rumponisasi perikanan pukat cincin
laut lepas sangat baik bila diikuti pertimbangan
menghindari terancamnya populasi tuna.

Kebijakan pengendalian melalui waktu penutupan
penangkapan pada kawasan geografis tertentu
merupakan sarana yang sering digunakan untuk
mengendalikan upaya penangkapan, melindungi
daerah asuhan dan pemijahannya. Pada tahun 1998,
Komisi Internasional Konservasi TunaAtlantik (ICCAT)
merekomendasikan pembatasan periodik pada
penggunaan rumpon di Atlantik (Teluk Guinea).
Penutupan secara efektif menurunkan angka laju
kematian akibat penangkapan tuna matabesar ketika
armada mematuhi penutupan, walaupun ada beberapa
bukti penangkapan tetap terjadi oleh kapal yang tidak
berpartisipasi dan bergeser ke daerah yang tidak
ditutup (Bromhead et al., 2003).

Kebijakan penutupan kawasan dan waktu lebih
berdasarkan pertimbangan biologi dan ekologi, dan
sejauh ini tidak melibatkan perilaku nelayan di laut.
Pemahaman dinamika perpindahan armada sebagai
pelengkap informasi biologi dan ekologi berperan
penting sebelum dilakukan penutupan berdasarkan
waktu dan kawasan. Selanjutnya, dengan
pertimbangan bahwa kelompok jenis tuna merupakan
spesies beruaya, antisipasi upaya realokasi pukat
cincin perlu didukung peraturan yang berorientasi pada
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pemanfaatan secara spasial (Irineo et al., 2011).
Dengan mengacu pada kategori tipologi konflik
pembatasan baik jumlah rumpon maupun armada
penangkapannya merupakan bagian dari mekanisme
pengelolaan konflik kepentingan yang berkaitan
dengan kebijakan pengelolaan perikanan dan
bagaimana perikanan dikendalikan (Charles, 1992).

PENUTUP

Kebijakan pengelolaan perikanan pukat cincin laut
lepas untuk meregulasi armada jumlah kapal telah
diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui
Peraturan Menteri KP No. PER.12/MEN/2012 tentang
Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Kapal
penangkap ikan yang telah memiliki SIPI atau kapal
pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI yang
beroperasi di laut lepas harus disetujui dan terdaftar
atau memiliki nomor identitas kapal dari Sekretariat
RFMO. Sementara pemasangan rumpon laut-dalam
masih berlandaskan pada aturan SK Mentan. 51/Kpts/
IK.250/1/97.Aturan tersebut menyebutkan ketentuan
pemasangan rumpon tidak boleh dipasang dengan
jarak antar rumpon kurang dari 10 mil laut, dipasang
pada kedalaman perairan lebih dari 200 meter dengan
jarak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pasang
surut terendah dan tidak dipasang mengakibatkan efek
pagar. Keprihatinan timbul akibat adanya kenyataan
di lapangan bahwa pemasangan rumpon perairan
Samudera cenderung tidak terkendali. Peningkatan
kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap
pertimbangan bio – ekologis merupakan hambatan
yang perlu diatasi terutama pada pengambilan
keputusan di berbagai tingkatan dan diikuti
peningkatan kesadaran kolektif dan kolegial terhadap
dampak negatif rumpon terhadap populasi tuna.
Penggunaan rumpon menyebabkan banyak hasil
tangkapan yang terdiri dari ikan juvenil yang dalam
jangka panjang berkontribusi pada penurunan stok
ikan.

Interaksi negatif antara industri perikanan lepas
pantai dengan artisanal menggunakan rumpon tetap
menjadi isu perbedaan kepentingan. Di Indonesia,
pertimbangan sosial menjadi pilihan kebijakan
regulasi perikanan tangkap baik melalui peralihan
spesies target maupun diversif ikasi usaha
penangkapan. Untuk itu secara umum
direkomendasikan untuk mengurangi dampak negatif
dari rumpon laut-dalam melalui peningkatan
pemahaman tentang larangan pemasangan di
kawasan agregasi juvenil tuna, pembatasan
kedalaman minimum, jarak pemasangan, pembatasan
jumlah rumpon yang digunakan, pengendalian efisiensi
kapal terhadap peningkatan bertahap upaya

penangkapan (technological creep), mengukur
perubahan koefisien daya tangkap (q atau catchability
coeficient) dari waktu ke waktu.
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